KPK 2022

PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 12 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG . EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
UNIT KERJA . DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
. DATA PRIBADI
1. Nama : MUH SUNARYO
2. Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
3. NHK : 717908
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 125.000.000

1. Tanah Seluas 1335 m2 di TEMANGGUNG, HASIL SENDIRI Rp.
35.000.000
2. Tanah Seluas 202 m2 di TEMANGGUNG, HIBAH TANPA AKTA
Rp. 45.000.000
3. Tanah Seluas 274 m2 di TEMANGGUNG, HIBAH TANPA AKTA
Rp. 45.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 169.500.000
1. MOBIL, TOYOTA RUSH Tahun 2013, HIBAH TANPA AKTA Rp.
145.000.000
2. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp.
4.500.000
3. MOTOR, VESPA SPRINT Tahun 1978, HIBAH TANPA AKTA Rp.
4.000.000
4. MOTOR, KAWASAKI LX150 Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp.

16.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ——-

D. SURAT BERHARGA Rp. i

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 34.293.828

F. HARTA LAINNYA Rp. o
Sub Total Rp. 328.793.828

. HUTANG Rp. ——
IV.TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 328.793.828

Catatan:



Komisi Pemberantasan Korupsi

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



Komisi Pemberantasan Korupsi

PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 21 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG . EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
UNIT KERJA . DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
. DATA PRIBADI
1. Nama : KHAMIM GUNARDI
2. Jabatan : KEPALA UNIT
3. NHK . 744940
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 56.250.000

1. Tanah Seluas 75 m2 di TEMANGGUNG, LAINNYA Rp. 56.250.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 34.500.000
1. MOTOR, YAMAHA T105ER/VEGA R Tahun 2005, LAINNYA Rp.
2.500.000
2. MOBIL, TOYOTA KIJANG SUPER LG Tahun 1993, LAINNYA Rp.

32.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. -
D. SURAT BERHARGA Rp. ----
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 12.340.000
F. HARTA LAINNYA Rp. -
Sub Total Rp. 103.090.000
II.HUTANG Rp. 11.600.000
IV.TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-1II) Rp. 91.490.000

Catatan:

1.

Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang

diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi

pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



Komisi Pemberantasan Korupsi

2022

PENGUMUMAN

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 28 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
UNIT KERJA : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
I. DATA PRIBADI
1. Nama : HENY RATNAWATI
2. Jabatan : KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA
3. NHK 1 799262
II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN
1. Tanah Seluas 758 m2 di KAB / KOTA TEMANGGUNG, HASIL
SENDIRI Rp. 210.000.000
2. Tanah Seluas 249 m2 di KAB / KOTA TEMANGGUNG, HASIL
SENDIRI Rp. 270.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 134 m2/90 m2 di KAB / KOTA
TEMANGGUNG, LAINNYA Rp. 255.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN
1. MOTOR, HONDA AFX12U21C08M/T Tahun 2015, HASIL SENDIRI
Rp. 4.000.000
2. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2013, HASIL SENDIRI
Rp. 3.000.000
3.  MOTOR, HONDA GL15A1RRM/T Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp.
4.500.000
4.  MOBIL, TOYOTA KIJANG KF83 Tahun 2001, HASIL SENDIRI Rp.
45.000.000
HARTA BERGERAK LAINNYA
SURAT BERHARGA
KAS DAN SETARA KAS

nom o 0

HARTA LAINNYA
Sub Total
Ill. HUTANG

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-11T)

Rp.

Rp.

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

735.000.000

56.500.000

3.615.000

588.000

795.703.000
37.452.805
758.250.195

Catatan:



KPK 2022

Komisi Pemberantasan Korupsi

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



KPK 2023

Komisi Pemberantasan Korupsi

PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 29 Mei 2023/Khusus - Awal Menjabat)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
UNIT KERJA : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
I. DATA PRIBADI
1. Nama . FASYEH PRIYANA
2. Jabatan : KEPALA UPTD
3. NHK : 907206
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. -
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 59.000.000

1. MOBIL, HONDA SEDAN Tahun 1992, HASIL SENDIRI Rp.
25.000.000

2. MOTOR, HONDA GL 160 Tahun 2006, HASIL SENDIRI Rp.
6.000.000

3. MOTOR, HONDA HONDA PCX Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp.

28.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. -
D. SURAT BERHARGA Rp. ==5s
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 5.500.000
F. HARTA LAINNYA Rp. -—as
Sub Total Rp. 64.500.000
. HUTANG Rp. 224.500.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. -160.000.000
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.



KPK 2023

Komisi Pemberantasan Korupsi

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



KPK 2022

Komisi Pemberantasan Korupsi

PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 18 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
UNIT KERJA : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
I. DATA PRIBADI
1. Nama : BANUVA RINAWATI
2. Jabatan : KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA
3. NHK : 763768
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 30.000.000

1. Tanah Seluas 128 m2 di KAB / KOTA TEMANGGUNG, WARISAN
Rp. 30.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. -

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. -==-

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 551.109

F. HARTA LAINNYA Rp. ==t

Sub Total Rp. 30.551.109

. HUTANG Rp. 23.936.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-11T) Rp. 6.615.109
Catatan:

1.

Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi

pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



